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WALI KOTA BALIKPAPAN
~ PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 4 TAHUN 2019
'TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 42 TAHUN 2016
' TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ‘

- Mengingat :

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN

Memmbang a. bahwa dalam rangka pemngkatan kinerja dan pelaksanaan
« , - fasilitasi profesi Aparatur Slpll Negara perlu dilakukan -

~ perubahan susunan organisasi khususnya pada Bidang

Pembinaan dan Informasi Aparatur Sipil Negara beserta
uraian tugas dan fungsinya;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagmmana dimaksud
- dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota

1.

2.

tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 42
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan ‘
Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesuia
Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 'ten'ta,ng‘

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia -
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

. beberapa kali terakhir dengan Undang—Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara-Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor

5679);




4 Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2016 tentangi /
. ' Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indones1a S
~ Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

: Republik Indonesia Nomor 5887 |

.‘.kirPeraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 20162
~ tentang Pembentukan dan ' Susunan Perangkat Daerah k' :
 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan “Tahun 2016 Nomor 2,

‘Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26),

. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 42 Tahun 2016?1‘ S

o tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan’ Fungsr :

o Me"rilét,apké‘rri Lit

e Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya |
: Manu81a (Berlta Daerah Kota Ballkpapan Tahun 20 16 Nomork e
: :_\42) : : , R

MEMUTUSKAN

PERAT URAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

- PERATURAN WALI KOTA NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG S

¥ "fSUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN. FUNGSI = | -

. BADAN KEPEGAWAIAN - DAN PENGEMBANGAN SUMBER~, o
o DAYA MANUSIA P

Pasal I

| ':Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wah Kota Nomor 42
~ Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uralan Tugas dan o
- Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya = |

L v:“f.Manu31a (Berita Daerah Kota Bahkpapan Tahun 2016 Nomor,r

L ~42), diubah sebagai berikut:

1 Ketentuan Pasal 3 dlubah sehmgga berbunyl sebaga1
ber1kut ‘ ' ' |
Pasa1’3
(1) Susunan Orgamsa31 Badan terd1r1 atas |
prat: Kepala Badan;
. b. Sekretariat, yang membawahkan

~ 1. Subbagian Program dan Keuangan, dan |
2. Subbagian Umum. ‘

cB1dang Pengembangan, ‘Pendldlkan dan Pelat1han £

.- yang membawahkan:
1. Subbidang Pengembangan ASN; geare
2. Subbidang Pendidikan dan Pelatlhan dan
. 3.Subbidang Kompetensi dan Kinerja.
~ d. Bidang Mutasi, yang membawahkan: :
- 1.Subbidang Perencanaan dan Pengadaan ASN
‘2. Subbidang Mutasi Umum,; dan e
- 3. Subbidang Mutasi Jabatan.

e e Bidang ‘Pembinaan  dan Informa81 ASN, yang e

- membawahkan:. .
1. Subbidang Pemblnaan ASN : ' C <2
-~ 2. Subbidang - Pengolahan Data dan S1stem
~ . Informasi; dan - e
© 3. Subbidang Kesejahteraan dan Fas111tas1 Profe81
... ASN. - i :
e UPTD dan , o
g Kelompok Jabatan Fungsmnal




 ~ (2) Bagan Struktur Organisasi. Badan - sebagalmana St
 dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran |
.-« yang merupakan bagian tldak terplsahkan darl ERE L
~ Peraturan Wali Kota ini. R e

. Ketentuan Pasal S dlubah sehmgga berbuny1 sebageu_ |
’berlkut ‘ RN ‘
‘Pasal'S '

S Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud dalam o
- Pasal 4 Badan mempunyai fungsi: :

= - a. perumusan  dan pengoordmasian penyusunan o g
© kebijakan, program dan kegiatan = di bi'dang,l,; .

‘» kepegawaian  dan pengembangan sumber » daya‘ ;
. manusia;

- b. penyusunan pedoman petunjuk tekms dan petunjuk{ o

- pelaksanaan kebijakan bidang kepegawalan dan
- pengembangan sumber daya manusia; S

,’ ’T‘y'ic‘_.'”'pelaksanaan kebijakan ‘di bidang kepegawalan dan

pengembangan sumber daya manusia;

d penyelenggaraan pemblnaan pengawasan dan

- pengendalian manajemen ASN; ~ e
€.  penyelenggaraan dan - pembmaan pelayananr

~daya manusia;

- penentuan dan pemblnaan pola karier ASN o Lo
_ pengelolaan dan pengendalian S1stem mf0rma31 data :
~ dan dokumen ASN; | :
. pelaksanaan fasilitasi kelembagaan Profe31 ASN

_ pelaksanaan kesekretariatan Badan; dan R

~ pelaksanaan tugas lainnya yang  diberikan oleh'
i ‘~p1mp1nan /atasan sesuai dengan tugas dan fungsmya

semm @

3. Ketentuan Pasal 12 dlubah sehmgga berbunyl sebagau: 5
,berlkut | ' S e

Pasal 12

‘Dalam melaksanakan tugas Sebagaimana dlmaksuddalam

-~ administrasi kepegawalan dan pengembangan sumber o ;

~Pasal 11 ayat (1) Bldang Pengembangan Pendldlkan dan wel

Pelatihan mempunyai fungsi:

.~ a. penyusunan program  dan keglatan b1dangf

pengembangan, pendidikan dan pelatlhan

a3  b. perumusan kebijakan teknis di bldang pengembangan e

- pendidikan dan pelatihan; B

- ¢. perumusan petunjuk teknis di bldang pengembangan, o

© pendidikan dan pelatlhan . D

od. penyelenggaraan pendldlkan dan ‘ pelatlhan E
. kepemimpinan, tekms fungs1onal dan pra jabatan; .

- belajar dan izin belajar; ~
: ‘pelaksanaan ujian dmas dan penyesualan 1Jazah

f""),’

g penyelenggaraan - pengembangan e kompeten81 dah, S

: ‘penllalan kmerja,

":e'., perencanaan dan pelaksanaan pengendallan tugas




. h pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja 1a1n yang,"
- berhubungan dengan pengembangan pegawa1 :

i “pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan dan

- penilaian . sasaran kmerja pegawa1 (SKP) terhadapg]
-+ seluruh PNS; :
j. pelaksanaan monitoring dan evalua31 tekms pemlauan
- capaian kinerja PNS; « : i :
ok pelaksanaan monitoring, evaluas1 pengendahan dan
~ " pelaporan pertanggung]awaban pelaksanaan tugas dan
- fungsi; dan

L ;pelaksanaan tugas lalnnya yang d1ber1kan oleh |

A p1mp1nan /atasan sesua1 dengan tugas dan fungsmya

‘Ketentuan Pasal 13 d1ubah sehmgga berbuny1 sebaga1 L

e jﬁ;berlkut

Pasal 13

: Subbldang Pengembangan ASN sebagaumana dlmaksud
- dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas: -

‘:,V,‘j»';a.’f;menyusun program -dan - vkegiatan j‘Subbidang
" Pengembangan ASN; \ s :

b. menyiapkan bahan kebljakan tekni‘sﬂ' ‘d1 bldang >  _ ;

- Pengembangan ASN;

c ‘melaksanakan fasﬂltasi 'keglatan‘ : pengembangan"

e kompeten31

- d. menganalisis metode pengembangan kompetens1 ASN } f

- meliputi tugas belajar dan izin belajar, praktek kerja, -
‘pertukaran, magang dan: pengembangan kompetens1_
~lainnya; e L

. melaksanakan Anahsls Kesenjangan ASN

e :
- f menyiapkan bahan anahsa kebutuhan pendldlkan dan

- pelatihan;

L g ‘melaksanakan monltormg dan ‘~ evalua81 pasca_t

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

: = ~ h. menatausahakan pelaksanaan pengembangan ASN N
1. memproses usulan peningkatan/ pengakuan kuallﬁka31 i

. .pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku; :
*j.. melaksanakan koordlna31 dengan Subbldang MutasL{'
. Jabatan untuk menyusun analisa kebutuhan dlklatf-

. jabatan fungsional; ~

k. melaksanakan - mdmtorlng, evalua81 pengendahan,,”i'f :

dan pelaporan pertanggung]awaban pelaksanaan tugas o
dan '

Nt Afmelaksanakan tugas lalnnya yang diberikan olehv-[ :

: plmplnan / atasan sesua1 dengan bldang tugasnya

._Ketentuan Pasal 15 dlubah sehmgga berbunyl sebaga1 |
8 benkut e e ‘

i Subbidarig Kompetens1 dan' : "Kih'erja B sebagalmana f

o dimaksud = dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 i
E mempunyal tugas ety : ~




‘menyusun program  dan ,"fk‘egiatan Subb1dang' i
Kompetensi dan Kinerja; : e

menyiapkan dan merumuskan bahan kebljakan teknls

~ dibidang Kinerja ASN; . ‘ o
‘merencanakan melaksanakan, = rnenganalls1s
- mengevaluasi dan memfasilitasi penilaian klnerja o S
.»,melaksanakan pemblnaan teknls penyusunan ‘dan |

~ penilaian sasaran klnerja pegawa1 (SKP) , terhadap fE
* seluruh PNS; . ERE
.ffmerencanakan, melaksanakan mengevalua31 dan S
“memfasilitasi uji kompeten31 it S : o

. merencanakan, melaksanakan mengevalua31 dan R
- memfasilitasi Konseling KlnerJa Pegawal 5
“melaksanakan analisis permasalahan p31k03031al ASN
. melaksanakan monitoring dan evalua81 tCkI‘IlS pemlalan_ﬁ 1
- capaian kinerja PNS; : o '

. melaksanakan monltomng, evaluam pengendallanf

~dan  pelaporan pertanggung]awaban pelaksanaan”
‘tugas; dan : :

. melaksanakan tugas - lalnnya yang d1ber1kan oleh

: ‘fplmpman /atasan sesua1 dengan bldang tugasnya

- . ’Ketentuan Pasal 22 dlubah sehmggeg-berbunyy S¢bagéi S
'benkut | B SN T

Pasal 22

Dalam ryne‘laksanakan tugas sébagaimaha diméksiid dalam

Pasal 21 ayat (1) Bidang Pemblnaan dan Informas1 ASN .t
f<;mempunya1 fungsi: |
a

penyusunan  program dan keglatan bldang pemblnaan

- dan informasi ASN;

h

perumusan kebijakan tekms d1 bldang pemblnaan dan‘ ,\
informasi ASN; ~ ‘ : :

.;_perumusan petunjuk tekms d1 bldang pembmaan danj :
informasi ASN; : : - '

perencanaan, pelaksanaan ; dan - pengevaluasian 5

' Pembmaan ASN;

perencanaan pelaksanaan dan pengevalua31an data;

~dan sistem Informasi ASN;

iy perencanaan, pelaksanaan e ,dan’ pengevaluasian* -

. perencanaan, pelaksanaan dan ~ pengevaluasian |
- kesejahteraan ASN; FE R R o

. perencanaan, pelaksanaan ~ dan pengevaluasian

fasilitasi pembmaan dan administrasi kelembagaan e

“profesi ASN (KORPRI dan lembaga profem ASN 1a1nnya), 1 k

; ;’pelaporan pertanggung]awaban pelaksanaan tugas danj b
: Vfungs1 dan i : ' : -

..,pembenan pertlmbangan dan penetapan kedudukan
~ hukum masalah pegawai; : ‘

pelaksanakan momtormg, evalua31 pen’gendalian dan




A

oood.

pelaksanaan tugas lamnya yang d1ber1kan - oleh Lo

p1mp1nan / atasan sesuai dengan tugas dan fungsmya

,‘ v. 'kKetentuan Pasal 23 diubah sehmgga berbunyl sebaga1
B berlkut S

Pasal 23

E Subbldang Pemblnaan ASN sebagalmana dlmaksud dalam; ER
- Pasal 3 ayat (1) hurufe angka 1 mempunyai tugas: e
menyusun program dan keglatan subbldang pembmaan SRR
. ASN;

meny1apkéi1 bahan kebljakan teknls d1 bldangf"

. pembinaan ASN;

merencanakan dan melaksanakan pembmaan ASN
‘memproses izin ke luar negeri; ~ :

. merencanakan, melaksanakan dan mengevalua31f
- pengelolaan Kartu Pegawal Kartu Suam1 dan Kartu o

- Istert; : : :

merencanakan melaksanakan dan mengevalua31 proses?' '

~cuti ASN; -
. melaksanakan pengaturan dan pengadm1nlstra31an PR
‘proses penetapan pejabat pelaksana harian; la
. melaksanakan pengaturan dan pengadmmlstrasmn;”
- proses penetapan pejabat pelaksana tugas karena‘
‘hukuman disiplin; =~ :
. ,melaksanakan dan mengevalua31 : pemberhentlan,

- sementara dan pengaktifan kembali PNS; .
‘melaksanakan dan  mengevaluasi pemberhentlanfk aE
"dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai

o PNS dan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS; -

. melakukan - analisa dan sos1ahsa51 produkﬁ»hukumf o
‘kepegawaian; '

‘merencanakan, melaksanakan dan mengevalua31 serta s
menyiapkan bahan pelaksanaan dan administrasi ‘
penjatuhan hukuman disiplin dan proses 1z1n/gugatanf g

perkawinan dan perceraian ASN; foi

. memverifikasi dan evaluasi, pembinaan- dan prosesﬁ

administrasi terhadap pelanggaran kedisiplinan;

. memverifikasi dan evaluasi tingkat kehadiran ASN;
. melaksanakan proses administrasi sanksi atau
‘hukuman d1s1p11n sedang dan berat terhadap ASN yang .
“melanggar  ketentuan yang = mengatur tentang L
kedisiplinan dan tingkat kehadlran ASN;
melaksanakan monitoring secara berkala berdasarkan[ o
laporan dan inspeksi mendadak ke Perangkat Daerah |
“untuk melakukan evaluasi tingkat kepatuhan terhadap

ketentuan yang mengatur tentang kedlslphnan dan'
tingkat kehadiran ASN; -

. melaksanakan monitoring, evalua31 pengendahan dan,» :
_pelaporan pertanggung]awaban pelaksanaan tugas; dan

. melaksanakan ~tugas lainnya yang - diberikan oleh'
k,fplmpman / atasan sesual dengan bldang tugasnya




| .L 8 Ketentuan Pasal 24 d1ubah sehlngga berbuny1 sebaga1 .

| "berlkut
Pasal2d

o Subbldang Pengolahan Data dan S1sterf1 ' Informasr

e sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e o

‘angka 2, mempunyai tugas:

Pengolahan Data dan Sistem Informasi;

- a menyusun - program . dan keglatan S»u’b‘b_ldangf el

- : ~b. menyiapkan bahan kebijakan teknis Hdi | b1dang "” |

~'pengolahan data dan sistem informasi;

el C merencanakan, mengembangkan, mengelola ‘ dan i

,mengevalua81 31stem ' 1nforma31 L manajemenﬂ
kepegawaian; S IR

. d. mengelola dan mengembangkan Tata Naskah Elektromki o

ASN; Lo

. ‘mengelola dan menyusun data kepegawalan e

- merencanakan, melaksanakan dan mengevalua31 i

- penerbltan tanda pengenal ASN dan Kartu Pegawalf
Elektronik; ,

melaksanakan rekons111as1 data elektromk pegawa1

. menyiapkan data, mengolah dan menyajlkan 1nformas1

.. -kepegawaian; ot

N 'mengolah data ke dalam 31stem 1nforma31 kepegawalan, '

e ~memelihara data elektronik dan membuat profil ASN :
L, ‘melakukan pendataan dan- pemuktahlran : data«‘ '

- - elektronik ASN; - : : :

-

‘:rqﬁ‘

o j k. melaksanakan pengamanan hardware | maupunf:
. software terhadap aplikasi yang dlgunakan secara |

bersama lintas bidang di Badan;

.~ Dbersama lintas bidang di Badan; :
-~ m.melaksanakan = monitoring - dan mengendallkanj
. entri/perekaman dan pengolahan data kepegawalan :
- n. melaksanakan rekonsiliasi data fisik pegawai; -~ -
0. -‘menghlmpun mengelola dan pemehharaan data ﬁ31k R
-~ kepegawaian; i , 2
~ ' p..melaksanakan proses Ll admlnlstra31 . dokumen'i,{
. kepegawaian; : : SR . L
L 'q.fmelaksanakan monltorlng, evalua81 pengendahan dan

” 1. melaksanakan pengamanan dan kesmambungan data S
~ elektronik terhadap aplikasi yang dlgunakan secara o

. pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan; - EaL

r.. melaksanakan tugas lainnya yang- diberikan = oleh

] '/__p1mp1nan/ atasan sesuai dengan bldang tugasnya . f. el Be

’ 9 Ketentuan Pasal 25 dlubah sehmgga berbuny1 sebagai;“' L

‘ berlkut
‘ L “ Pasal 25 , _ ;
o Subbldang Kesejahteraan dan Fa8111ta31 Profem ASN" e

, “:sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e
: :jangka3 mempunya1 tugas e '

‘a.. menyusun - program- “dan keglatan Subbldangs : S

Kesejahteraan dan Fasilitasi Profesi ASN; W
~b. merumuskan kebijakan teknls di b1dang Kesejahteraan
‘ dan Fa31htas1 Profe31 ASN R , SR




c. menyiapkan bahan dan memproses pemberian
Penghargaan dan Tanda Kehormatan Satya Lancana
e Karya Satya;

-d. menyiapkan bahan dan mengajukan SKPP Pegawal
ke Perangkat Daerah yang. mengelola keuangan
Daerah;

e. menyiapkan bahan dan mengajukan permohonan
 Kartu Peserta Taspen;

f. menyiapkan bahan dan mengajukan klalm ’I‘abungan

* Hari Tua Pegawai ASN;

g. menyiapkan bahan dan mengajukan k1a1m Jaminan
Kecelakaan Kerja dan klaim Jaminan Kematian bagi

, pegawai ASN; '

- h. menyiapkan bahan dalam mengusulkan penetapan
Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja

. serta Penetapan Tewas bagi Pegawai ASN;
- i, memfasilitasi kegiatan perumahan yang dxajukan

pengembang;
j. merencanakan dan melaksanakan . fasilitasi
. kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan lembaga Profesi
.- ASN lainnya);

k. mengelola administrasi umum dan kegiatan

' keorganisasian untuk mendukung tugas dan fung31 :
lembaga profesi ASN;

1. memfasilitasi Perlindungan Hukum dan Advokasi
kepada anggota korps profesi ASN (KORPRI) yang
‘mengalami masalah hukum dalam melaksanakan
tugas;

‘m. mengoordinasikan tata hubungan kerja d1set1ap

- jenjang kepengurusan kelembagaan Profesi ASN; o

n. menyiapkan bahan dan memfasilitasi Tali Asih,
bantuan Pengobatan dan Santunan Kematian bagi
-anggota Korps Profesi ASN (KORPRI) - sesuai dengan
ketentuan;

0. melaksanakan momtonng, evaluasi, pengendalian dan
pelaporan  pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan

p. ‘melaksanakan tugas lamnya yang d1ber1kan oleh
~ pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 4 (empat) BAB,
yakni BAB IVA, BAB IVB, BAB IVC dan BAB IVD, serta
~diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 4 (empat) pasal,
-~ yakni Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C dan Pasal 28D
sehmgga berbunyi sebagai berikut: :

BAB IVA
-TATA KERJA
Pasal 28A

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsmya Kepala
Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang,
Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional

* harus menerapkan prinsip tentang pola mekanisme
hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan
‘masing-masing maupun antar satuan organisasi di

8




luar Pemerintah Daerah sesua1 dengan tugas dan

- fungsi masmg—masmg

Kepala  Badan bertangglivng‘ “ jaWéb untuk

meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan -

menetapkan  standar pelayanan, " melaksanakan
. standar pelayanan minimal, melaksanakan —survei

: . kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan pubhkv 1
o dlllngkungan masmg—masmg : , '

Kepala ~ Badan bertanggung jaWab’ i untuka )

- meningkatkan akuntabilitas : klnerja - instansi
- pemerintah dlhngkungan masmg—masmg N

~ meningkatkan pelaksanaan reforma31 blrokra‘:si i

Kepala Badan  bertanggung Jawab “untuk

. Wy dﬂlngkungan masmg—masmg

)

perundang—undangan

(.1)
@

B

BAB VB
KEPEGAWAIAN" o
Pasal 28B

Jabatan  struktural pada Badan dlangkat dan
diberhentikan sesua1 dengan ketentuan peraturan,

Penempatan pegawai pada- perangkat daerah harus

. memenuhi kompetensi pemerintahan sesuai dengan o
Er ketentuan peraturan perundang—undangan -

BABIVC i
JABATAN 3

Pasal 280

Kepala Badan merupakan Jabatan struktural eselon

IIb atau jabatan pimpinan tinggi. -

Sekretaris Badan merupakan Jabatan struktural"* R
“eselon Illa atau jabatan administrator.. o
Kepala Bidang merupakan Jabatan strukt.ural eselon i
“IIIb atau jabatan administrator. ' SR
Kepala Subbidang dan Kepala Subbaglan merupakan SN R

B Jabatan struktural eselon I"Va atau Jabatan Pengawas

BABIVD -
L PEMBIAYAAN o

Pasal 28D

9 Segala blaya yang t1mbu1 aklbat d1tetapkannya Peraturan e

- Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan
i belanja Daerah melalul Badan

hngkungan Pemenntah Daerah serta mstan31 lam di |

Kepala =~ Badan bertanggung f | jawab, i untuk &
~ melaksanakan peta ~proses b1snis - dilingkungan
~masing-masing. SRR R S




_ 11.Ketentuan Pasal 29 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut: ‘
Pasal 29
Pejabat yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan -
Wali XKota ini tetap melaksanakan tugas sampai
dilantiknya pejabat baru sesuai ketentuan dalam
Peraturan Wali Kota ini. ‘ S '
Pasal II -

 Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
- diundangkan. - : .
‘Agar  setiap  orang mengetahuinya,' - memerintahkan

- pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan
- penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan. '

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 8 Januari 2019
WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

: M. RIZAL EFFENDI
Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 9 Januari 2019
~ SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

- BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

'KEPALA BA IAN HUKUM,

- NIP 196108061990031004
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